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SALIN AN 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 
NOMO 3 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 53 TAHUN 2015 

1ENTANG PENGEWARAN KAS UNTUK BEI.ANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN 
BERSIFAT MENGIKAT DI UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU YANG 

MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH 
PROVINS! BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR BENGKULU, 

a. bahwa untuk dasar pengeluaran kas sebelum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu 
Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Bengkulu 
telah menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 
53 Tahun 2015 tentang Pengeluaran kas untuk belanja 
yang bersifat wajib dan bersifat mengikat di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mendahului Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 
Anggaran 2016; 

b. bahwa memperhatikan kebutuhan belanja pada 
Pemerintah Provinsi Bengkulu saat mi, dan 
mempedomani Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menambah 
kriteria belanja yang bersifat mengikat yang mendahului 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu 
Tahun Anggaran 2016; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
hUIUf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Bengkulu Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengeluaran kas 
untuk belanja . yang bersifat wajib dan bersifat mengikat di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mendahului 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu 
Tahun Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan ·Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia 
Nomor 5533); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 754), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893 ); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 
2007 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 53 TAHUN 
2015 TENTANG PENGELUARAN KAS UN1UK BELANJA 
YANG BERSIFAT WAJIB DAN BERSIFAT MENGIKAT DI 
UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU YANG 
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROVINS! BENGKUW TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubemur Bengkulu 
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengeluaran kas untuk belanja 
yang bersifat wajib dan bersifat mengikat di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bengkulu yang mendahului Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Berita 
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 53) diubah 
sebagai berikut: 
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Pasal 2 

(1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang 
bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 merupakan belanja dalam bentuk Gaji dan 
Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap, serta belanja 
barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi 
Bengkulu yang dibutuhkan secara terus menerus 
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dan 
pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

(2) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang 
bersifat wajib di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu: 
a. belanja pelayanan di bidang kesehatan, antara lain 

bahan kimia, obat-obatan, alat kesehatan dan bahan 
makanan pasien di pusat pelayanan kesehatan milik 
pemerintah daerah; 

b. belanja pelayanan di bidang pendidikan seperti 
Bantuan Operasional Sekolah, Pegawai Tidak Tetap 
(PTT); 

c. belanja yang telah terikat dengan perjanjian seperti 
pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan internet 
kantor;dan 

d. belanja untuk antisipasi bencana alam dan bencana 
sosial. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan 
penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 28 - 01 - 2016 
PENJABAT GUBERNUR BENGKULU, 

ttd. 
H. SUHAJAR DIANTORO 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 28 - 01 - 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU 
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

ttd. 
H. SUMARDI 

BERITA DAEJ0H PROVINS! BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 3 
Salinan ses · dengan aslinya 

KEPAL B O HUKUM, 

L 

N, S.H.,M.H. 
Pembina Tk. I 

NIP.19690905 199403 1 011 
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